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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepatuhan serta
efekfivitas pemungutan Pajok Bumi dan Bangunan (PBB) guna meningkatkan
pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangkep. Metode pengumpulan data yang
digunakan meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi, dengan analisis
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat kepatuhan dan efektivitas pemungutan PBB di Kabupaten Pangkep selama
periode tahun 2017 hingga 2021 sebagai berikut: Kepatuhan PBB pada tahun 2017
sebesar 68,7% (cukup patuh), 2018 sebesar 65,6% (cukup patuh), 2019 sebesar 67,2%
(cukup patuh), 2020 sebesar 74,8% (cukup patuh), dan 2021 sebesar 73,4% (cukup
patuh). Sedangkan untuk efektivitas pemungutan PBB, tahun 2017 mencapai 84,84%
(cukup efektif), 2018 sebesar 68,88% (kurang efektif), 2019 sebesar 76,52% (kurang efektif),
2020 sebesar 80,79% (cukup efektif), dan 2021 sebesar 46,98% (tidak efektif). Hambatan
dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi kurangnya kesadaran wajib
pajak dan penegakan sanksi yang kurang tegas, sehingga menyebabkan waijib pajak
cenderung lalai dalam membayar pajaknya.

Kata Kunci: Kepatuhan; Efektivitas; Pemungutan PBB; PAD
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Pendahuluan

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Hal ini sesuai
dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai konftribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan sebagai keperluan daerah. Sumber penerimaan
daerah dapat menjamin keberlangsungan pembangunan didaerah yang
dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memliki peran penting dalam rangka
pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh
masing-masing daerah, peningkatan dalom penerimaan Pendapatan Asli
Daerah ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Sebagai
sistem dan prosedur Pajak daerah di kabupaten Pangkep yang memiliki fugas

memungut atau menerima pendapatan daerah, tugas tersebut wajib
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dilaksankan sesuai dengan ketentuan dan ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari
pengabdian dan peran wajib pajok unfuk langsung dan bersama-sama

melaksanakan kewajiban perpajokan yang diperlukan untuk pembiayaan
dalam pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajaok Negara yang dikenakan
terhadap bumi dan bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak
yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh
keadaan objek pajak yaitu bumi/tanah dan bangunan.

Data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu lima tahun
terakhir. pada tahun 2017-2021 realisasi penerimaannya fidak melebihi target
yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep.
Hal ini disebabkan adanya peremajaan data objek subjek tanah dan bangunan
serta peningkatan pemanfaatan lahan yang dijadikan berbagai sarana, baik
perumahan, perusahaan dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tersebut dengan memilih penilitian yang berjudul *Analisis Kepatuhan
dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangkep”. Maka peneliti merumuskan
masalah bagaimana kepatuhan waijib pajak dalam pemungutan pajak bumi
dan bangunan berpengaruh terhadap peningkatann pendapatan asli daerah
di Kabupaten Pangkep dan bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi
dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten

pangkep.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak
dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berpengaruh terhadap
peningkatan PAD di Kabupaten Pangkep dan untuk mengetahui efektivitas
pemungutan PBB.

Tinjauan Teori
Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara
perpajakan. Pajak adalah kontribusi waijib kepada negara yang terutang oleh
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan fidok mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi kemakmuran negara sebesar-besarnya. Dapat
disimpulkan bahwa pajak adalah iuaran wajib yang dibayar oleh masyarakat
yang menyerahkan sebagian hartanya kepada pemerintah untuk kas negara
berdasarkan undang-undang yang berlaku.
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Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah yang baru, bahwa selama ini Pajak Bumi dan Bangunan merupakan
Pajak Pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diberikan kepada daerah.
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan
Bangunan adalah iuran yang dikenakan oleh pemilik, pemegang kekuasaan,
penyewa yang memperoleh manfaat dari bumi maupun bangunan. Bumi
adalah permukaan bumi dan tumbuhan bumi yang ada di bawahnya.
Permukaan bumi meliputi fanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-
rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan
bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan perairan yang digunakan sebagai tfempat tinggal atau tempat
usaha.

Kepatuhan

Kepatuhan Waijib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan
sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajok memenuhi semua kewajiban
perpajokan dan melaksanakan perpajakannya. Adanya kepatuhan secara
tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena
kepatuhan wajib pajok teloh menunjukkan bahwa Wajib Pajak  telah

melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diporoleh dari penerimaan.
Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
adalah Pendapatan Asli Daerah Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah
pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah
pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan
cara membandingkan pengeluaran dan penerimaan. Efektivitas merupakan
kemampuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan memilih
tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat. Efektivitas adalah pemanfaatan
sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar telah
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam
kegiatan yang dilakukan.
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Metode Analisis

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif
dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan uraian kalimat untuk
menjelaskan objek studi serta fakta yang ada di lapangan. Penelitian
dilaksanakan di Kabupaten Pangkep, dengan lokasi penelitian di Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep yang terletak di JI. Sultan Hasanuddin
No. 3. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang
dikumpulkan melalui metode dokumentasi, wawancara, dan observasi.
Informan penelitian terdiri dari Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan
Daerah dan staf Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Metode analisis
data melibatkan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyagjion data, dan
penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Kepatuhan Pemungutan PBB dalam Meningkatkan PAD Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep

Besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh tentu
tidak terlepas dari SPPT yang telah dibayarkan atau dilunasi oleh waijib pajak.
SPPT yang diterbitkan atau tercetak merupakan jumlah surat pemberitahuan
pajak terutang yang dicetak sesuai dengan banyaknya jumlah objek Pajak Bumi
dan Bangunan di Kabupaten Pangkep. Sedangkan, SPPT yang telah dilunasi
merupakan jumlah surat pemberitahuan pajak terutang yang telah dibayarkan
oleh waijib pajak yang disebut SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai bukfi
sah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pangkep yang telah
dibayarkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah setempat. Berikut
adalah data SPPT dan SSPD Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pangkep

selama periode 2017-2021:
Tabel 1 Data SPPT tercetak dan SSPD Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah SPPT (Surat .
Tahun PBB Pemberitahuan Pajak Jumlah SSPD (Surat Setoran Pajak
Daerah)
Terutang) Tercetak
2017 202.091 138.758
2018 205.097 134.509
2019 206.734 138.867
2020 206.820 154.763
2021 208.225 152.849

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep

Dari tabel di atas, tergambar bahwa jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang) yang tfercetak mengalami peningkatan setiap tahunnya,
sementara jumlah SSPD (Surat Setoran Pajok Daerah) mengalami fluktuasi
dengan kombinasi penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah SPPT
Pajak Bumi dan Bangunan yang tercetak mencapai 202.091, sedangkan jumlah
SSPD sebesar 138.758, menghasilkan selisih antara SPPT tercetak dan SSPD
sebesar 63.333. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah SPPT sebanyak
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3.006, sementara jumlah SSPD mengalami penurunan sebesar 4.249. Pada tahun
2019, jumlah SPPT mengalami peningkatan sebesar 1.637, sedangkan jumlah
SSPD meningkat sebanyak 4.358. Pada tahun 2020, jumlah SPPT mengalami
kenaikan sebanyak 86, sementara jumlah SSPD juga mengalami peningkatan
signifikan sebanyak 15.896. Terakhir, pada tahun 2021, jumlah SPPT meningkat
sebanyak 1.405, sementara jumlah SSPD mengalami penurunan sebesar 1.914.

Data Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan PAD
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkep memiliki target pendapatan dari Pajak Bumi dan
Bangunan yang sefiap tahunnya mengalami kenaikan target pendapatan,
namun pencapaian target penerimaan selalu tidak mencapai target yang telah
ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pangkep dengan melihat dokumen penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Berikut adalah data penerimaan Pajok Bumi dan Bangunan Kabupaten
Pangkep selama periode 2017-2021:

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pangkep

Tahun PBB Target PBB Realisasi PBB

2017 Rp 4.300.000.000,00 Rp 3.647.927.932,00
2018 Rp 5.300.000.000,00 Rp 3.650.514.807,16
2019 Rp 5.300.000.000,00 Rp 4.055.381.155,68
2020 Rp 5.353.000.000,00 Rp 4.324.915.624,10
2021 Rp 10.647.000.000,00 Rp 5.002.525.106,96

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2017, target pajak Bumi dan
Bangunan ditetapkan sebesar Rp 4.300.000.000,00, sedangkan realisasinya
mencapai Rp 3.647.927.932,00. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan target
Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 23,26%, dengan realisasi yang meningkat
sebesar 0,70%. Pada tahun 2019, target Pajak Bumi dan Bangunan tetap sama
dengan tahun sebelumnya, namun realisasinya meningkat sebanyak 11,09%.
Tahun 2020 menunjukkan kenaikan target sebesar 0,01%, dengan realisasi yang
meningkat sebanyak 6,65%. Sementara pada tahun 2021, terjadi lonjakan target
sebesar 98,90%, dengan realisasi sebesar 15,67%.
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Pembahasan

Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten
Pangkep, Unftuk mengetahui perilaku kepatuhan wajib Pajak Bumi dan
Bangunan, perlu adanya analisis untuk menghitung tingkat kepatuhan waijib
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Di bawah ini presentase

tingkat kepatuhan waijib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pangkep
sebagai berikut:

Tabel 3 Presentase Tingkat Kepatuhan Waijib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pangkep
Tahun PBB  Jumlah SPPT (Surat Jumlah SSPD (Surat Kriteria Tingkat
Pemberitahuan Pajak Setoran Pajak Daerah) Kepatuhan
Terutang) Tercetak

2017 202.091 138.758 68.7%
2018 205.097 134.509 65,6%
2019 206.734 138.867 67.2%
2020 206.820 154.763 74,8%
2021 208.225 152.849 73,4%

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa periloku kepatuhan wajib pajak
terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pangkep menunjukkan
tingkat kepatuhan yang cukup stabil dari tahun ke tahun, berada dalam
rentang 61%-81%. Analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2017, fingkat
kepatuhan mencapai 68,7%, mengalami penurunan menjadi 65,6% pada tahun
2018. Namun, terjadi peningkatan pada tahun 2019 menjadi 67,2%, kemudian
terus meningkat pada tahun 2020 (74,8%) sebelum mengalami sedikit penurunan
pada tahun 2021 (73,4%). Wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan merupakan
individu yang memiliki hak atas tanah atau bangunan dan berkewajiban
membayar PBB setiap tahunnya.

Fluktuasi dalam tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain kurangnya ketegasan pemerintah dalam memberlakukan sanksi
terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan tepat waktu, kondisi ekonomi, dan pendapatan yang tidak memadai
bagi wajib pajak. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat akan
pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan juga turut berkontribusi terhadap tingkat

kepatuhan yang bervariasi tersebut.

Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendaptan Asli
Daerah Kabupaten Pangkep

Tingkat efekfivitas Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten pangkep
dihitung dengan membandingkan antara target Pajok Bumi dan Bangunan
dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikali 100%. Apabila
perhitungan efektivitas PBB menghasilkan 100% berarti sudah efektif atau
dengan kata lain kinerja pemungutan PBB semakin baik, jika persentase
dibawah 100% berarti tidak efektif.
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Tabel 4 Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pangkep

Tahun PBB Target PBB Realisasi PBB Efektivitas PBB
2017 Rp 4.300.000.000,00 Rp 3.647.927.932,00 84,84%
2018 Rp 5.300.000.000,00 Rp 3.650.514.807,16 68,88%
2019 Rp 5.300.000.000,00 Rp 4.055.381.155,68 76,52%
2020 Rp 5.353.000.000,00 Rp 4.324.915.624,10 80,79%
2021 Rp 10.647.000.000,00 Rp 5.002.525.106,96 46,98%

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan hasil tabel di atas, terlihat bahwa tingkat efektivitas
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2017 mencapai
84,84%, dikategorikan sebagai cukup efektif. Namun, pada tahun 2018, fingkat
efektivitas menurun menjadi 68,88%, masuk dalam kategori kurang efektif. Pada
tahun 2019, meskipun mengalami peningkatan menjadi 76,52%, efektivitas masih
tergolong kurang efektif karena berada di bawah 80%. Tahun 2020 menunjukkan
peningkatan signifikan dengan tingkat efektivitas mencapai 80,79%, masuk
dalam kategori cukup efektif karena melampaui 80%. Namun, pada tahun 2021,
tingkat efektivitas menurun drastis menjadi 46,98%, dikategorikan sebagai tidak
efektif karena di bawah 60%.

Penurunan tingkat efektivitas PBB disebabkan oleh beberapa faktor,
termasuk rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya,
dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada ekonomi,
meningkatnya target PBB pada tahun 2021 dalam upaya pemulihan ekonomi,
dan kendala pengawasan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Pangkep.

Simpulan dan Saran
Simpulan

Simpulan pertama, berdasarkan analisis rasio Kepatuhan Pajak Bumi dan
Bangunan selama lima tahun terakhir (2017-2021), dapat disimpulkan bahwa
tingkat kepatuhan waijib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pangkep
telah mencapai tingkat cukup efektif. Tingkat kepatuhan ini memiliki dampak
signifikan terhadap kemakmuran daerah, di mana semakin finggi tingkat
kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah yang
diperoleh oleh Kabupaten Pangkep.

Simpulan kedua, meskipun terdapat tingkat kepatuhan yang cukup efektif,
realisasi penerimaan Pajok Bumi dan Bangunan masih dinilai rendah. Hal ini
tercermin dari tingkat efektivitas yang tidak stabil selama lima tahun terakhir, di
mana pemungutan Pajok Bumi dan Bangunan dalam periode tersebut
tergolong dalam kategori kurang efektif. Peningkatan rasio efektivitas Pajak Bumi
dan Bangunan diindikasikan sebagai peningkatan kemampuan efektifitas
pemerintah daerah dalam hal pemungutan pajak.
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Saran

Saran pertama adalah agar Pemerintah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pangkep meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui
berbagai media, seperti media sosial dan media elekironik. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Kabupaten Pangkep akan
pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Saran kedua, disarankan agar pegawai Pajok Bumi dan Bangunan
mengirimkan surat pemberitahuan kepada masyarakat yang pajaknya telah
habis masa berlakunya. Jika tidak ada respons dari wajib pajak setelah
pemberitahuan tersebut, pemerintah dapat mengirimkan surat teguran hingga
tiga kali.

Saran ketiga, diharapkan Badan Pendapatan Daerah  dapat
menyelenggarakan kegiatan pembayaran pajak melalui layanan mobil keliling.
Inisiatif ini dapat dilakukan oleh divisi Pajak Bumi dan Bangunan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep untuk memudahkan wajib pajak
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga pendapatan asli daerah
dapat ditingkatkan secara optimal.
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